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Abstrak 
 

Perkawinan beda agama merupakan pernikahan antara pria dan wanita yang memeluk agama 
berbeda, yang menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait hak waris anak. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui status dan hak waris anak dari perkawinan beda agama menurut Fiqh 
dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 
pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI, khususnya 
Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44, melarang perkawinan antara Muslim dan non-Muslim. Anak dari 
perkawinan beda agama dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Selanjutnya, Pasal 171 huruf (c) 
KHI menyatakan bahwa ahli waris harus beragama Islam dan memiliki hubungan darah atau 
pernikahan yang sah. Jumhur ulama (Syafi’i, Maliki, dan Hanbali) sepakat bahwa perbedaan agama 
menjadi penghalang waris; seorang Muslim tidak dapat mewarisi non-Muslim, begitu juga 
sebaliknya. Fatwa MUI No. 5/MUNAS VII/9/2005 juga menegaskan bahwa dalam hukum waris Islam, 
tidak ada hak saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim. Maka, meskipun secara negara anak 
dari perkawinan beda agama dianggap sah, ia tidak berhak atas warisan dari orang tua Muslim bila 
tidak memeluk Islam. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah mengatur secara tegas larangan 
perkawinan beda agama untuk menghindari kekosongan hukum dan kontroversi. 

 
Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hak Waris, Fiqh. 
 

Abstract 
 
Interfaith marriage refers to a union between a man and a woman who adhere to different religions. 
Such marriages raise significant legal issues, particularly concerning the inheritance rights of children. 
This study aims to examine the status and inheritance rights of children from interfaith marriages based 
on Islamic jurisprudence (Fiqh) and the Compilation of Islamic Law (KHI). The research uses a 
normative juridical method with a qualitative approach through literature review. The findings indicate 
that Articles 40(c) and 44 of the KHI prohibit marriages between Muslims and non-Muslims. Children 
born from such unions are considered illegitimate under Islamic law. Furthermore, Article 171(c) of the 
KHI states that heirs must be Muslims and have a legitimate blood or marital relationship with the 
deceased. According to the majority of Islamic scholars (Syafi’i, Maliki, and Hanbali), religious 
differences disqualify one from inheriting; a Muslim cannot inherit from a non-Muslim and vice versa. 
The Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 5/MUNAS VII/9/2005 also affirms that Islamic 
inheritance law does not recognize reciprocal inheritance rights between Muslims and non-Muslims. 
Thus, while the state may consider a child from an interfaith marriage as legitimate, the child cannot 
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inherit from their Muslim parent unless they embrace Islam. It is recommended that the government 
establish clear regulations prohibiting interfaith marriages to prevent legal uncertainty and social 
controversy. 
 

Keywords: Interfaith Marriage, Inheritance Rights, Fiqh. 
 
1. PENDAHULUAN 

 Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang 

wanita, sebagai suami istri, setelah memutuskan untuk menjalin hubungan.1 

Perkawinan beda agama dalam Islam menjadi persoalan yang tak pernah berujung 

pada satu kesepakatan, kehadirannya senantiasa menempati dua kutub. Kedua-

duanya mempunyai dalil yang sama-sama berasal dari Al-Qur’an sekaligus dapat 

dipertanggung jawabkan. Terjadinya perbedaan pendapat tentang perkawinan 

beda agama karena perkawinan tersebut saling berhubungan antara akidah dan 

hukum. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan 

seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.2  

 Proses  perkawinan  sebenarnya  telah  diakui baik  pihak  hukum  maupun  

pihak  agama, namun  perkembangan  zaman  mengalami  perubahan,  maka  timbul  

beberapa  macam  bentuk perkawinan tradisi dikalangan masyarakat adat, banyak 

pelaksanaan perkawinan tanpa prosedur undang-undang dan hukum islam, salah 

satunya disebut dengan perkawinan Angkap.3 Dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah 

bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, kepercayaannya dan 

disamping itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk dan peraturan pemerintah Nomor 

                                                             

1 Arya Dwi Wibisono, “Hak Muwaris Anak yang Lahir dari Pernikahan Beda Agama Pasca 
Putusan MK No: 24/PUU-XX/2022,” Court Review: Jurnal Penelitian Hukum Vol.3, No. 2 2023, hlm. 
10. 

2 Hendri Susilo, “Hak Waris Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum 
Islam,” Jurnal Ilmiah USM Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 182. 

3 Elpia Simahara, Teuku Yudi Afrizal, dan Fauzah Nur Aksa, “Pelaksanaan Perkawinan Angkap 
pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penelitian di Kabupaten 
Bener Meriah),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Vol. 4, No. 3, 2021, hlm. 8. 
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9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan. Anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, 

keluarga ibunya. 

 Suatu perkawinan dianggap sah bila telah memenuhi persyaratan dan 

ketentuan, baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun 

berdasarkan aturan agama dan kepercayaan dari yang melakukan perkawinan.4 

Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. 

Sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku 

dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris adat, hukum 

waris Islam, dan hukum waris Barat.  

  Perkawinan merupakan perwujudan ikatan batin antara dua insan yang 

berlainan jenis kelamin, meliputi terbentuknya sebuah keluarga dan ikatan intim 

yang meliputi hubungan seksual. Konsep pernikahan mencakup spektrum yang 

luas, tidak cuma merujuk pada manusia tapi pula pada hewan serta tumbuhan, yang 

menandakan proses generatif dalam berbagai bentuk. Namun, ketika kita 

mempertimbangkan pernikahan dalam konteks hubungan manusia, ia 

mengasumsikan makna yang mendalam sebagai sebuah kesepakatan atau ikatan. 

Proses pernikahan manusia ini ditandai dengan ijab, sebuah pernyataan 

penyerahan diri dari pihak wanita, dan kabul, sebuah penerimaan dari pihak pria. 

Definisi ini unik bagi manusia, karena diresapi dengan keabsahan hukum, 

kepatuhan terhadap adat istiadat budaya, dan, yang terpenting, makna keagamaan.5 

 Imam Syafi'i dan para ulama fiqih yang terhormat, sejalan dengan syara', 

mengartikulasikan bahwa pernikahan adalah kontrak mendalam yang melegitimasi 

ikatan antara suami dan istri, yang sering disebut sebagai inkah atau tazwij. 

Persatuan suci ini mewujudkan komitmen yang kuat dan langgeng, yang 

memungkinkan seorang pria dan wanita guna hidup bersama secara sah dan 

harmonis. Ini berfungsi sebagai fondasi bagi keluarga abadi yang dicirikan oleh 

                                                             

 4 Hasnan Hasbi, “Analisis Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama,” Jurnal 
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 39. 

5 Abd Rachman Assegaf, Studi Islam Kontekstual: Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah, 
Yogyakarta, Gama Media, 2003, hlm. 131. 
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cinta, rasa hormat, ketenangan, dan kegembiraan.6 

 Hakikat pernikahan terletak pada pemenuhan perintah Allah dan mencari 

keberkahan-Nya, sekaligus mengamalkan sunnah Nabi. Ikatan suci ini bertujuan 

untuk menumbuhkan lingkungan yang penuh kasih sayang, menumbuhkan rasa 

cinta antara suami dan istri, dan pada akhirnya melahirkan anak-anak yang berbudi 

luhur dan terpuji di tengah masyarakat.7 

 Sebelum Hukum Islam disusun secara formal, kerangka hukum yang mengatur 

perkawinan ditetapkan berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. 

Setelah undang-undang ini diberlakukan, aturan perundang-undangan yang 

mengatur perkawinan beda agama mengalami kendala yang cukup berarti. Secara 

khusus, dasar larangan perkawinan beda agama dapat ditelusuri pada Pasal 2 ayat 

(1) dan 8 huruf f sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 2 

ayat (1), perkawinan diyakini sah hanya jika dilakukan berdasar ajaran dan doktrin 

agama serta keyakinannya tiap orang yang terlibat. 

 Pernikahan beda agama pada dasarnya diatur oleh prinsip-prinsip yang 

diuraikan pada Al-Qur'an, yang berlaku bagi pria dan wanita Muslim. Al-Qur'an 

menyajikan ayat-ayat tertentu yang membahas masalah ini, dan para ulama 

menafsirkan ajaran-ajaran ini untuk menetapkan kategori hukum yang jelas 

mengenai pernikahan beda agama. Khususnya, ada konsensus di antara para ulama 

bahwa tidak diperbolehkan bagi umat Islam untuk menikahi mereka yang 

mempraktikkan politeisme atau yang telah meninggalkan iman mereka, karena 

orang-orang ini dianggap telah menyekutukan Allah SWT.8 Pernikahan dengan 

seorang Muslim, termasuk mereka yang telah meninggalkan iman mereka, dianggap 

terlarang. Menurut Hanafi, Syafi'i, dan mazhab-mazhab terkemuka lainnya, seorang 

murtad disamakan dengan seorang musyrik, sehingga pernikahan semacam itu 

tidak diperbolehkan. Hal ini berakar pada keyakinan bahwa seorang murtad tidak 

lagi mematuhi ajaran Allah SWT, dan dengan demikian, ikatan yang terbentuk 

                                                             

6 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, cet. 4, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2002, hlm. 2. 

 7 Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, Fikih II (Makasar: Alauddin Press, 2010), 27. 
8  M. Ali Hasan, Hukum Warisan dalam Islam, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1996, hlm. 10. 
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dengan mereka tidak akan sejalan dengan prinsip-prinsip keimanan.9 

 Larangan terhadap pernikahan juga berlaku bagi kaum ateis. Ulama seperti 

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan; seorang muslim tidak boleh kawin (menikah) 

dengan seorang perempuan musyrik. Yaitu perempuan yang menyembah Allah 

bersama tuhan yang lain, seperti berhala, bintang-bintang, atau api, dan juga 

binatang.10 Selain itu, pria Muslim dilarang menikahi wanita yang merupakan 

campuran warisan antara Ahli Kitab dan Majusi, terlepas dari apakah ayahnya 

termasuk yang terakhir, karena persatuan ini dianggap melanggar hukum.11 

 Menurut tafsir ulama, haram hukumnya bagi wanita muslimah guna menikah 

dengan laki-laki non muslim.12  Dasar dalil ini berlandaskan pada Surah Al-Baqarah 

(2:221), yang mengartikulasikan petunjuk mendalam mengenai ikatan perkawinan. 

Ditegaskan bahwa seorang wanita Muslim dilarang menikah dengan seorang pria 

dari Ahli Kitab, termasuk penganut Zoroaster juga. Pandangan ini menekankan 

bahwa seorang wanita Muslim harus bersatu secara eksklusif dengan seorang pria 

Muslim, menahan diri dari ikatan perkawinan dengan orang-orang musyrik, 

murtad, atau orang-orang yang tidak beriman. 

 Perkawinan beda agama yang memiliki dokumen sah, seperti akta nikah, tetap 

dapat dibatalkan jika dianggap tidak sah menurut hukum agama. Pembatalan ini 

sering kali didasarkan pada tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam 

doktrin agama tertentu, seperti yang termuat dalam KHI dan Undang-Undang 

Perkawinan yang berlaku. Jadi, meskipun dokumen dapat menunjukkan keabsahan, 

kepatuhan yang mendasar pada ketentuan agama memainkan peran penting dalam 

menentukan keabsahan ikatan tersebut. Ketentuan ini menetapkan bahwasanya 

anak yang lahir di luar perkawinan yang diakui Cuma punya ikatan perdata dengan 

ibu mereka dan keluarganya, sehingga kehilangan hak hukum apa pun atas ayah 

                                                             

9 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992, 
hlm. 4. 

10 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), 147. 
11 Abd al-Aziz Muhammad Azzam dan Abd al-Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, terj. 

dari al-Usrah wa Ahkaumuha fi al-Tahsri al-Islami, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hlm. 169. 
 12 Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid IX, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 

6653. 
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mereka. Dengan demikian, menjadi keharusan untuk menavigasi kerumitan ini 

dengan hati-hati untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.13 

 Pewarisan, pada hakikatnya, mengacu pada hak hukum seseorang untuk 

memperoleh harta milik orang yang telah meninggal. Dalam konteks yurisprudensi 

Islam Indonesia, hukum waris memegang peranan penting. Hukum ini mengatur 

pengalihan kepemilikan aset orang yang sudah meninggal, menetapkan ahli waris 

yang punya hak mewarisi, menentukan bagian yang akan diterima tiap ahli waris, 

serta menetapkan waktu pembagian harta warisan. Kerangka kerja ini memastikan 

kejelasan dan keadilan dalam pewarisan kekayaan dari satu generasi ke generasi 

selanjutnya. Sementara, dalam Kompilasi Hukum Islam menjabarkan warisan 

selaku kerangka yang mengatur pengalihan harta pewaris (tirkah), dengan 

menentukan ahli waris yang sah serta bagian mereka masing-masing.14 

 Perkawinan beda agama tidak sah menurut hukum agama yang relevan, yang 

mengakibatkan anak-anak yang lahir dari ikatan ini dianggap sama dengan mereka 

yang lahir di luar nikah mereka memiliki hubungan hukum terutama dengan ibu 

mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwasanya anak-anak yang lahir di luar 

nikah masih berhak untuk mewarisi, asalkan ayah mereka mengakui mereka.15 

Dalam ranah literatur Fiqih, hukum waris dirangkum secara elegan dengan istilah 

"faraid," yang berasal dari "mufrad," yang berarti ketentuan. Dalam konteks ini, 

"fara'id" secara khusus berkaitan dengan bagian ahli waris yang ditentukan, yang 

masing-masing didefinisikan secara cermat dalam ukuran dan cakupannya.16 Dalam 

konteks hukum Islam, warisan mengacu pada pengalihan aset dari orang yang 

meninggal kepada ahli waris yang sah, sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan 

hukum. Proses yang sakral ini dimulai hanya setelah pewaris meninggal. Penting 

untuk dicatat bahwa setiap pengalihan aset kepada ahli waris saat mereka masih 

                                                             

13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
14 Muchith A. Karim, Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia, Jakarta: 

Malaho Jaya Abadi Press, 2010, hlm. 11. 
 15 Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan," Soumatera Law Review, 2019, hlm. 297. 
 16 Fachtur Rahman, Ilmu Waris, Bandung: Al-Maarif, 1981,hlm. 32. 
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hidup tidak dianggap sebagai warisan dalam kerangka hukum ini.17 

 Para ulama memiliki beragam perspektif tentang masalah warisan antar 

agama. Sebagian berpendapat bahwa ahli waris Muslim tetap memiliki hak untuk 

mewarisi dari ahli waris non-Muslim. Akan tetapi, konsensus yang berlaku di antara 

mayoritas ulama tradisional termasuk Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan para 

pengikutnya masing-masing menegaskan bahwa non-Muslim dilarang mewarisi 

harta milik Muslim, dan sebaliknya. Larangan ini berlaku tanpa memandang jenis 

hubungan tertentu yang terlibat. Apakah hubungan tersebut muncul dari 

emansipasi budak (disebut al-wala'), hubungan perkawinan (dikenal sebagai al-

zaujiyyah), atau ikatan keluarga (disebut al-qurabah), aturannya tetap tidak 

berubah. prinsip Al-Wala', yang mengakui ikatan yang dapat terjalin antara 

individu-individu yang berbeda keyakinan namun tetap termasuk dalam komunitas 

yang lebih luas dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini termasuk pasangan 

serta kerabat non-Muslim yang menerima Islam sebelum pembagian tirkah.18 

 Pernikahan beda agama yang tidak mendapat pengakuan hukum tidak dapat 

dianggap sebagai ikatan sah.19 Pernikahan yang berakar pada keyakinan yang sama 

sering kali terbukti tidak pasti, yang menyebabkan tantangan rumit yang dapat 

memengaruhi tidak hanya pasangan tetapi juga keluarga dekat dan jauh mereka. 

Salah satu masalah paling signifikan yang muncul dalam ikatan semacam itu adalah 

masalah rumit. Hak anak yang lahir di luar ikatan perkawinan cuma terbatas pada 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, hingga dengan sendirinya hak-

hak ayah tidak ada dan tidak diakui oleh hukum. Keadaan ini tidak saja menegaskan 

pentingnya status perkawinan yang sah, tetapi juga menunjukkan implikasi yang 

mendalam terhadap hak-hak anak dalam keadaan demikian.20 

 Dari pandangan hukum Islam, status anak yang lahir dari hubungan terlarang 

                                                             

17 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, cet. XIV, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 132. 
18 Mahbub Ma’afi Ramlan, “Bahtsul Masail, Hukum Waris Beda Agama,” NU Online, 17 Maret, 

2016, hlm. 2. 
19 W. Fitri, “Implikasi Hukum Kewarisan terhadap Ahli Waris Yang Lahir Dari Perkawinan 

Berbeda Agama,” Wajah Hukum, 2021, hlm. 509. 
20 B. Hariyanto, “Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” IUS: Jurnal 
Ilmiah Fakultas Hukum Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 28. 
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tidak diakui selaku anak yang sah. Prinsip ini dijabarkan [ada Fatwa MUI No. 4 

MUNAS VII, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2005, yang menyatakan bahwa 

ketika pasangan suami istri yang berbeda agama melakukan hubungan yang 

dianggap haram, maka keturunan dari hubungan tersebut tergolong anak yang tidak 

sah. Klasifikasi ini muncul dari pemahaman bahwa keberadaan anak berasal dari 

hubungan yang, dari sudut pandang agama, dianggap terlarang. 

 Dalam masalah warisan, hadis-hadis dari Bukhari, Muslim, Tarmidhi, dan Ibnu 

Majah menyampaikan prinsip penting: "Umat Islam tidak punya hak mewarisi harta 

orang-orang kafir, sebagaimana orang-orang kafir tidak punya hak mewarisi harta 

orang-orang Islam." Lebih jauh, para ulama klasik telah mengutarakan pandangan 

bahwasanya "perbedaan agama di antara para ahli waris menciptakan hambatan 

bagi proses pewarisan." Pemahaman yang mendalam ini menggarisbawahi 

hubungan yang rumit antara iman dan warisan, membimbing kita menuju 

penyelesaian yang adil dan setara dalam masalah-masalah ini. 

2. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data terdiri 

dari bahan hukum primer, seperti Al-Quran dan Hadist, Kompilasi Hukum Islam, 

Fiqh Islam WA Adillatuhu Jilid 10, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai 

Perkawinan, UU No 23 Tahun 2002 Mengenai perlindungan anak, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka secara 

offline dan online, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif untuk 

mengorganisasikan dan menyajikan informasi secara sistematis, sehingga 

memberikan pemahaman yang mendalam terhadap objek kajian. 

 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Status Suami Istri Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia  dan 

Kompilasi Hukum Islam 

 Sumber utama dari semua hukum Islam adalah Al-Qur’an, hadis, ijtima’ dan 

qiyas. Hukum kewarisan Islam memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dalil 

atau dasar sebagai penguat hukum kewarisan tersebut yang bersumber dalam 

AlQur’an atau hadis-hadis nabi baik bersifat perkataan (qaul), perbuatan (fi’lu), 
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pengakuan (taqriru) nabi.21 Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal 

yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah 

terjadi di kalangan masyarakat dan sudah berlangsung sejak lama. Namun 

demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak 

dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan 

masyarakat. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 

1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama, karena 

perkawinan campur yang dimaksud dalam Pasal 57 UUP adalah perkawinan antara 

dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan 

kewarganegaran, bukan karena perbedaan agama. Sementara keberadaan Pasal 2 

ayat (1) UUP yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan 

untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga dalam 

perkembangannya, keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP dalam proses penggugatan dan 

diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.22 

 Bagi masyarakat muslim Indonesia, kontroversi dan polemik seputar 

perkawinan beda agama selalu menghangat karena beberapa hal. Sejak 

dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana 

dalam Buku I KHI Pasal 40 huruf (c) menegaskan bahwa seorang wanita yang tidak 

beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria muslim. Padahal 

dalam literatur klasik (kitab-kitab tafsir dan fikih) cenderung membolehkan 

perkawinan seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab. 

a.  Perkawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan Hukum Positif 

 Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum 

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijumpai 

beberapa pandangan. Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan 

                                                             

21 A. Nidal, F. Faisal, dan H. Herinawati, “Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Pembagian 
Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Di Kabupaten Pidie),” 
Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 74–92. 

22 Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” Jurnal 
Media Syariah Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 50. 
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merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1) : Perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu; dan Pasal 8 huruf (f): bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang 

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yan berlaku, 

dilarang kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah 

dan batal demi hukum oleh pejabat pelaksana perkawinan. Padahal dalam pasal ini 

menyatakan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu, sedangkan dalam Islam ada pendapat yang membolehkan pernikahan beda 

agama. 

 Kedua, Perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat 

dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaiman 

tertulis dalam Pasal 57 UUP, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum 

yang berlainan. Menurut pandangan kedua ini, pasal tersebut tidak saja mengatur 

perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaran yang berbeda, akan 

tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. 

Menurutnya, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 

PPC: (1) Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk 

suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang seharusnya ada, 

dengan merujuk pada Pasal 66 UUP. 

 Ketiga, UUP tidak mengatur masalah perkawinan antar agama. Oleh karena itu, 

apabila merujuk Pasal 66 UUP yang menekankan bahwa peraturan-peraturan lain 

yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, 

maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun karena UUP belum mengaturnya, maka 

peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga masalah 

perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan pekawinan 

campur.23 

b.  Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

 Perkawinan beda agama dalam KHI diatur secara khusus dalam Pasal 40 huruf 

                                                             

23 Berkatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman 
yang Terus Berkembang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 45–46. 
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(c) yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang 

pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; diantaranya, karena seorang 

wanita yang tidak beragama Islam. Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang 

wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak 

beragama Islam. Berdasarkan dua pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa menurut 

KHI, seorang wanita non muslim apa pun agama yang dianutnya tidak boleh 

dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam, dan seorang wanita muslim tidak 

boleh dinikahi oleh seorang pria non muslim, baik dari kategori ahli kitab atau pun 

bukan ahli kitab.24 

 Berdasarkan KHI pasal 40 menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan 

perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tetentu: 

1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan 

pria lain;  

2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; 

Seorang wanita yang tidak beragama Islam. 

 Pasal 40 huruf c di atas secara eksplisit melarang terjadinya perkawinan 

antara laki-laki (muslim) dengan wanita non-muslim (baik Ahl al-Kitab maupun non 

Ahl al-Kitab). Jadi pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita non-muslim 

apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang beragama 

Islam. Karena pemerintah membuat peraturan yang melarang perkawinan antara 

seorang yang beragama Islam (pria/wanita) dengan seorang yang tidak beragama 

Islam (pria/wanita) apapun agamanya, sedangkan umat Islam Indonesia 

berkewajiban mentaati larangan pemerintah itu sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 ayat (c) dan pasal 44. Berdasarkan 

KHI pasal 44 menyatakan sebagai berikut: “Seorang wanita Islam dilarang 

melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. 

 Di antara kandungan Kompilasi Hukum Islam itu ada menyangkut perkawinan 

beda agama. Hal itu dapat dijumpai dalam pasal 40 dan 44 bab VI tentang larangan, 

                                                             

24 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Dirbenpera Dirjen 
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001, hlm. 5. 
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Kompilasi Hukum Islam melarang umat Islam melakukan perkawinan dengan non-

muslim. Kemudian pasal 61 bab X tentang Pencegahan perkawinan, maka 

perkawinan dapat dicegah oleh orang-orang yang telah diberi hak untuk dapat 

melakukan pencegahan. Terakhir pada pasal 116 bab XVI tentang putusnya 

perkawinan, maka perkawinan pasangan suami istri yang sama-sama beragam 

Islam dapat putus akibat salah satu dari mereka keluar dari Islam. 

3.2. Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh  dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

 perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim yang tidak 

memiliki kitab maka ulama fiqh alSyafi’iyyah telah sepakat bahwa perkawinan 

yang demikian hukumnya tidak sah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Abi 

Zakaria al-Ansari dalam kitabnya Tahrir Tangkih al-Lubab, sebagaimana berikut 

ini: “Terhadap orang Islam haram hukumnya menikah wanita kafir yang bukan 

Kitabiyah murni, seperti contohnya wasniyah atau majusiyyah atau salah satu ibu 

bapaknya wasniyah atau majusiyyah”.25 

 Adapun perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim, 

ulama fiqh al-Syāfi’iyyah sepakat melarangnya, baik Ahl al-Kitab, musyrik atau 

ethais, dengan pertimbangan keselamatan agama wanita yang beragama Islam, 

jangan sampai agamanya pudar dan menghilang karena pengaruh suaminya. Sebab 

laki-laki punya hak dan tanggung jawab mengurusi isterinya, dan isteri harus taat 

pada suaminya, maka tidak sewajarnyalah seorang kafir atau musyrik menguasai 

perempuan yang mengakui bahwa tiada Tuhan yang hak disembah dengan sebenar-

benarnya melainkan Allah. Para ulama berpendapat bahwa Islam melarang wanita 

Muslim menikahi laki-laki non-Muslim baik dari kalangan musyrik maupun Ahl al-

Kitab, bahkan Abi Zakaria al-Anshari melarangnya secara mutlak. 

 perkawinan beda agama yang sah menurut fiqh al-Syāfi’iyyah adalah 

perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahl al-kitab, maka perkawinan 

dengan wanita ahl al-kitab dihalalkan dengan segala persyaratannya. Berdasarkan 

                                                             

25 Zakaria al-Ansari, Tahrir Tangkih al-Lubab, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000, hlm. 231. 
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hubungan perkawinan yang sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan antara 

muslim dengan wanita ahl al-kitab mempunyai status hukum sebagai anak yang sah 

sehingga mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, serta anak hasil 

dari perkawinan ini dihukumkan muslim dari semenjak lahirnya, karena diikutkan 

kepada agama yang mulia yaitu agama bapaknya yang muslim. 

 Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan ada dua poin dalam penentuan 

status anak, pertama status anak muslim atau tidak muslim, kedua status anak sah 

ataupun tidak sah. Status anak hasil dari perkawinan antara muslim dengan non-

muslim, baik nonmuslim yang kitabiyah ataupun bukan kitabiyah adalah 

dihukumkan dengan muslim karena diikutkan kepada agama orang tuanya yang 

muslim. Status anak dari hasil perkawinaan beda agama didasarkan kepada status 

perkawinan yang dilaksanakan, jika perkawinannya sah, maka anak hasil dari 

perkawinan tersebut dihubungkan nasabnya kepada ayah sebagaimana pada 

perkawinan muslim dengan wanita ahl-kitab. Adapun jika status perkawinannya 

tidak sah maka anaknya tidak mempunyai nasab, bahkan disamakan dengan anak 

hasil dari perzinaan.26 

 Dari segi Hukum, pernikahan seorang pria yang beragama Islam dengan 

seorang wanita ahli kitab sebenarnya diperbolehkan (tidak dilarang) akan tetapi 

fatwa MUI No.4 pada Musyawarah Nasional VII tertanggal 28 Juli 2005 dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 40 dan 44 yang melarang 

pernikahan antar agama secara total, tanpa adanya terkecuali. Berdasarkan pada 

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 hakim tidak boleh mencatat pernikahan beda agama 

dan harus memberikan kepastian hukum juga menerapkan hukum dalam mengadili 

permohonan pencatatan pernikahan antar-umat yang berbeda agama dan 

kepercayaan para hakim, harus berpedoman pada ketentuan:  

1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang mengacu 

pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f; 

2) Dan pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan 

                                                             

 26 Syamsy al-Din Muhammad bin Abi al-‘Abbas, Nihayah al-Muhtaj, Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 2000, hlm. 39. 
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antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. 

 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dilarang melangsungkan 

perkawinan antara seorang pria dengan seorangwanita yang tidak beragama Islam. 

Kemudian dalam Pasal 44 menyatakan bahwa wanita Islam dilarang 

melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama 

Islam.Berdasarkan ketentuan Pasal 40 poin (c) dan 44 KHI di atas memahamkan 

bahwagaris hukum pernikahan beda agama menurut hukum perkawinan Islam 

adalah tidak boleh. Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan 

melanggar ketentuan agamanya.27 

3.3 Pembagian Harta Warisan Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum 

 Islam (KHI) 

 Ketentuan Pembagian Harta Warisan dalam Ilmu Fiqih. Dalam fiqih hukum 

waris Islam, terdapat tiga rukun waris yang wajib dipenuhi sebelum pembagian 

harta warisan dilakukan. Tiga rukun tersebut adalah: 

1) Al-muwarrith, Yaitu orang yang mewariskan hartanya. Al-muwarrith bisa 

berasal dari orang tua, kerabat, atau salah satu di antara suami dan istri, dapat 

pula dikatakan bahwa pewaris itu adalah seseorang yang telah meninggal 

dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang 

masih hidup. 

2) Al-wârits, Al-wârits adalah orang yang mewarisi. Artinya, orang yang memiliki 

tali persaudaraan dengan seseorang yang telah meninggal dunia dan juga 

beberapa alasan lainnya yang menyatakan dia berhak mewarisi harta 

tersebut. Dengan demikian, seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, jika 

masih hidup, tidak ada penghalang bagi dirinya sebagai ahli waris, dan tidak 

tertutup oleh ahli waris utama. 

3) Al-maurûts, Al-maurûts dapat berupa harta maupun hak-hak pewaris yang 

memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat 

berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki penuh oleh 

                                                             

 27 Muhammad Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial) 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 32. 
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pewaris maupun oleh wakilnya atau kuasanya. 

 Pembagian ahli waris menurut KHI dibagi berdasarkan kelompok di bawah 

ini: 

1) Pembagian harta warisan menurut hubungan darah: a. Golongan laki-laki 

terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. b. 

Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan 

dan nenek. 

2) Pembagian harta warisan menurut hubungan perkawinan adalah sebagai 

berikut:Duda dan janda. 

  

Pembagian kelompok ahli waris terbagi menjadi tiga:28 

1. Dzulfaraidh (ashabul furudh/dzawil furudh), Yaitu ahli waris yang menerima 

bagian pasti (sudah ditentukan bagiannya). Misalnya, ayah sudah pasti 

menerima sebesar 1/3 bagian jika pewaris memiliki anak, atau 1/6 bagian jika 

pewaris memiliki anak. Artinya, bagian para ahli waris ashabul 

furudh/dzulfaraidh inilah yang dikeluarkan terlebih dahulu dalam 

perhitungan pembagian warisan. Setelah bagian para ahli 

waris dzulfaraidh ini dikeluarkan, sisanya baru dibagikan kepada ahli waris 

yang menerima bagian sisa (‘ashabah) seperti anak pewaris dalam hal anak 

pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan. 

2. Dzulqarabat (‘ashabah), Yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak 

tertentu. Mereka memperoleh warisan sisa setelah bagian para ahli 

waris dzulfaraidh tersebut dikeluarkan. Jika dilihat dari segi hubungannya 

dengan pewaris, ahli waris dzulqarabat adalah orang yang mempunyai 

hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun 

perempuan. Hubungan garis kekeluargaan tersebut juga dikenal dengan 

istilah garis keturunan bilateral. 

3. Dzul-arham (dzawil arham), Dzul-arham merupakan kerabat jauh yang baru 

                                                             

 28 Irma Devita Purnamasari, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum 
Waris, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 35–38. 
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tampil sebagai ahli waris jika ahli waris dzulfaraidh dan ahli 

waris dzulqarabat tidak ada. 

3.4 Pandangan Fiqh Tentang Hambatan Hak Mewaris Anak Dari 

 Perkawinan Beda Agama 

 Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang 

yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim), tetapi terdapat ketentuan 

yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang berbeda agamanya dapat 

dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Sehingga hak waris anak yang 

lahir dalam pernikahan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orang 

tuanya yang beda agama dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Namun meskipun 

anak yang lahir dalam pernikahan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari 

orang tuanya yang beda agama salah satunya dalam bentuk wasiat, bukan 

merupakan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI). Oleh karena ketentuan tersebut sangat jelas hanya berlaku bagi orang 

tua angkat dan anak angkat. 

 Apabila seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk dibagi 

kepada ahli waris yang berbeda agama,maka tidak terjadi pewarisan antara 

keduanya. Adapun dalil yang menjadi dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah 

SAW,  yaitu tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak 

berhak pula orang kafir mewarisi harta orang muslim. (HR.Bukhari dan Muslim).29 

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa 

ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari pewaris yang kafir. Mereka 

mengaku bersandar pada pendapat Mu’adz bin Jabal ra. yang mengatakan bahwa 

seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan 

hartanya kepada orang kafir. Keputusan Mu’adz bin Jabal membagi harta warisan 

dari pewaris non muslim kepada ahli waris muslim dan non muslim juga didasarkan 

pada kemaslahatan, yakni menjaga agar ahli waris muslim tidak jatuh miskin.30 

                                                             

29 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 149. 
30 Riyanta, “Kewarisan Beda Agama (Studi Pandangan Muaz bin Jabal),” Asy-Syir’ah: Jurnal 

Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 46, No. 1, 2018, hlm. 145. 
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 Hukum waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II 

tentang kebendaan, menurut agama Islam hukum waris sebagai suatu system 

perundang-undangan dan tercantum dalam AL-Qur’an Surah An-nisa ayat 7-12,13 

dan 176, disamping itu juga mendasarkan pada pendapat dalam Al-Qur’an dan 

hadits. Untuk masalah kewarisan yang khususnya mengenai hak waris anak yang 

lahir dari pernikahan berbeda agama, dikembalikan kepada masyarakat yang 

khususnya untuk pihak-pihak yang bersengketa. Akan tetapi hal itu bisa mengacu 

atau tunduk pada hukum agama yang dianut oleh masing-masing orang atau juga 

hukum lainnya seperti Kitab Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Hukum Adat. Akan 

tetapi Hukum Waris Islam tetap tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-

orang yang beda agama yaitu antara muslim dan non muslim. 

 Wasiat atau hibah untuk ahli waris beda agama merupakan trobosan baru bagi 

sistem hukum kewarisan di Indonesia yakni dengan adanya penetapan penetapan 

Mahkamah Agung dan MUI yang memberikan harta warisan kepada ahli waris beda 

agama melalui wasiat dengan kadar yang sama dengan yang seharusnya ahli waris 

beda agama tersebut dapatkan dalam sistem kewarisan Islam. 

4. KESIMPULAN 

 Perkawinan beda agama di Indonesia jarang dilakukan karena menimbulkan 

dampak serius, khususnya bagi keturunan, termasuk dalam hal hak waris. Dalam 

hukum Islam yang diterapkan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), pewarisan 

antar pemeluk agama berbeda tidak dibolehkan; seorang Muslim tidak dapat 

mewarisi dari non-Muslim, begitu pula sebaliknya. Meskipun demikian, harta tetap 

dapat diberikan melalui hibah, wasiat, atau hadiah, sesuai Fatwa MUI. Oleh karena 

itu, penting bagi individu yang mempertimbangkan perkawinan beda agama untuk 

mencari nasihat dari ahli hukum, ulama, atau notaris. Sebagai umat Islam, 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah menjadi benteng utama agar 

terhindar dari praktik perkawinan yang menimbulkan konsekuensi syar’i dan sosial 

di kemudian hari. 
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